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ABSTRAK

Memiliki rumah sendiri merupakan dambaan bagi sctiap orang. Untuk
dapat memiliki rumah dapat diperoleh dengan moedal sendirt ataupun diperoleh
dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. yaitu dengan pemberian Kredil
Pemilikan Rumah (KPR). Salah satu bank yvang memberikan fasilitas dalam
bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini adalah Bank Nagari Cabang Utama
Padang. Sasaran dari KPR ini adalah semua anggota masyarakat tanpa adanya
batasan pekerjaan, sepanjang yang bersangkutan mampu membavar cicilannya
dan penghasilan vang dinilai layak untuk memenuhi kewajibannya.

Didalam perjanjian kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh Bank
Nagari Cabang Utama Padang terdapat beberapa unsur, oleh sebab itu penulis
mencoba meneliti bagaimana prosedur perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR}
Multiguna, apa yvang menjadi unsur-unsur perjanjian kredit tersebut dan apa upaya
hukum yang akan dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang bila debitur
wanprestasi.

[Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode  yuridis
sosiologis dengan pokok pembahasan vang menekan pada aspek hukum
perundang-undangan vang berlaku, Data yang penulis perlukan adalah data
sekunder dan data primer. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis melakukan
wawancara dengan stal’ bagian kredit pada Bank Nagari Cabang Utama Padang
serta melakukan penelitian Kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan pengambilan sampel
adalah dengan purposive sampling.

Dari hasil penelitian dan setelah dianalisa maka penulis berkesimpulan
bahwa prosedur perjanjian kredit pemilikan rumah multiguna Bank MNagar
(‘abang Utama Padang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang terdapat
didalam KUHPerdata. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian KPR hanya bersifat
ektern, sementara kendala intern tidak ada mengingat Bank Nagari Cabang Ulama
Padang sudah profesional dalam memberikan kredit perumahan. Dalam hal
terjadinva wanprestasi upaya hukum yang ditempuh oleh Bank Nagari Cabang
Utama Padang adalah melalui Badan Urusan Piutang dan lelang Negara
{BUPLN), hal ini mengingat waktu yvang cepat dan biaya yang murah.
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A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus
menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara
adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan
penyelanggaraan negara vang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa dibidang ekonomi
Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua antara lain, terciplanya
perckonomian vang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat
vang makin merata, pertumbuhan vang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang
rmantap.

Dalam era pembangunan Indonesia sekarang ini terutama pembangunan
ekonomi, tidak mengherankan jika peranan bank sangatlah penting terutama
dalam hal menghimpun dana yang berasal dari masyarakat kemudian
menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada yang membutuhkannya untuk
mengembangkan usahanya serta membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam memberikan kredit bank berhubungan dengan pibak yang
membutuhkan uang yang disebut debitur (nasabah) atau pencrima kredit.
Pemberian kredit itu pada prinsipnyva adalah baik. demikian juga dengan
pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR} oleh Bank Nagari Cabang

Utama Padang kepada masyarakat.
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Bank Nagari sebagai salah satu Bank Umum yang mempunyai tugas
pokok yaitu merumuskan strategi program pelaksanaan dan pengembangan untuk
mencapai target produk kredit perumahan yang dikenal dengan KPR Multiguna.
KPR Multiguna ini sangat membantu masvarakat didalam pemenuhan papan
termasuk pihak developer yang  hergerak dibidang penyvediaan  fasilitas

perumahan. Mengingat kebutuhan masyarakat akan rumah masih  besar

jumlahnyva.

KPR Multiguna yang disalurkan oleh Bank Nagari adalah suatu kredit
konsumtif, dimana kredit konsumtif ini digunakan untuk tujuan vang tidak
menghasilkan (non produktif) seperti untuk pembelian rumah, kendaraan pribadi.
dan lainnya vang tidak produktif. Jadi Bank Nagari Cabang Utama Padang
merupakan bank vang menyalurkan kredit konsumtil dalam  bentuk Kredit
Pemilikan Rumah Multiguna Bank Nagari.

Dalam menvalurkan kredit ini terdapat beberapa ketentuan yang harus
dipenuhi olch calon debitur yang tertuang dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang
terjadi antara pihak bank atau kreditur dengan calon debitur yang memiliki
fasilitas kredit perumahan ini discbut juga dengan dengan perjanjian kredit.
Dimana dalam perjanjian kredit tersebut terdapat ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur, yang nantinya akan melahirkan hak
dan kewajiban bagi para pihak. yang akan mengacu kepada unsur-unsur perjanjian
pada umumnya.

Berdasarkan wuraian diatas, penulis tertarik untuk lebih  mendalami
bagaimana proscdur perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Multiguna antara
Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan nasabahnya, dan menuangkan

permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis yang herjudul “PERJANJIAN
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PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan wraian vyang telah dikemukakan diatas maka penulis
menyimpulkan :

1. Prosedur Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) vang dilakukan oleh
Bank Nagari Cabang Utama Padang telah sesuai dengan ketentuan dan
syarat-syarat umum pemberian kredit. Jadi disini unsur-unsur perjanjian
kredit perumahan tersebut tetap mengacu kepada unsur-unsur dari suatu
perjanjian, dan peraturan yang mengatumya.

2. Kendala dalam prosedur perjanjian KPR hanva bersifat ekstern. sementara
kendala intern tidak ada. Hal ini disebabkan Bank Nagari Cabang Utama
Padang sudah profesional dalam memberikan kredit perumahan.

3. Mengenai prosedur dari perjanjian kredit itu sendiri berjalan dengan cepat
dan lancar. Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh debitur upaya hukum
vang ditempuh oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah melalui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), hal ini mengingat
wakiu yang cepat dan biaya vang murah dan proses pencairan dana darn
jaminan debitur lebih cepat jika dibandingkan dengan cara legitilasi
dipengadilan dan arbitrase.

B. Saran

|. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Multiguna adalah perjanjian

standar maka hendaknya sebelum penandalanganan perjanjian kredit bank

harus memberikan penjelasan dan menerangkan apa yvang dimaksud dalam
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